SALINAN

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang: a.

Mengingat

0 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.34/2095/SJ tanggal 25 April 2013 perihal
Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan perubahan
sesuai dengan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di



Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62
Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dalam
Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk
satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 24 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun

2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;



25.

26.

27.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),Sekolah menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMU/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau
Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010 tentang  Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah /Madrasah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);



37

38.

39.

. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor ,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kebupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Menetapkan :

dan

BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Kebupaten Magetan Tahun



2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 16, angka 18, angka

19, angka 39 dan angka 40 diubah, serta angka 1 , angka 2

dan angka 28 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

Dihapus.

Dihapus.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang
selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Magetan.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magetan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Kabupaten Magetan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

Bangsa dan Negara.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang
sederajat.

Warga negara adalah orang yang memanfaatkan
pelayanan pendidikan di Daerah.

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia
non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.

Orang tua adalah ibu dan/atau ayah dari
murid/peserta didik.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah
atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.

Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah,
Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada
jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara
satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal,
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan

satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional oleh Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan
yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan
agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum  adalah  seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah
kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya
disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang
diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui
pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dalam satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan.

Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan
dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi
keahlian kepada peserta didik.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan
jenjang pendidikan tertentu.

Pendidikan anak wusia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani



28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dihapus.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga
dan lingkungan.

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar
peserta didik.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan
pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan
pendidikan.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta
didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan

pendidikan.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal
yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah pendekatan yang
bertujuan meredisain pengelolaan pendidikan dengan
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
sekolah dan partisipasi masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh,
dan untuk masyarakat.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua atau wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi
SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif Daerah.

Pendidik = adalah tenaga  kependidikan  yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan.

11



2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah yang  diselenggarakan  oleh

Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ

yang terdiri atas:

a.

Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi managemen
satuan pendidikan anak wusia dini jalur formal,
pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan,
pertimbangan dan pengawasan pada tingkat satuan

pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 23

Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan

apabila:

a. terjadi pemekaran wilayah;

b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

c. jumlah peserta didik kurang dari 50 ( lima puluh )
orang;

d. terjadi perubahan status badan hukum satuan
pendidikan; dan/atau

e. berada dalam satu lokasi.

Penggabungan satuan  pendidikan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur,

jenjang dan jenisnya.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam
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bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan
kejuruan atau vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan
khusus dan pendidikan layanan khusus, serta Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal.

. Ketentuan Bagian Kelima pada BAB V diubah dan Paragraf
1 pada Bagian Kelima dihapus, sehingga Bagian Kelima

dan Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pendidikan
Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Dihapus.

. Ketentuan Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dihapus.

. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diantara huruf d dan huruf e
ditambahkan huruf d.1 dan huruf d.2, ayat (3) diantara
huruf e dan huruf f ditambahkan huruf e.l, ayat (4)
diantara huruf e dan huruf f ditambahkan huruf e.1 dan
ayat (5) diantara huruf e dan huruf f ditambahkan huruf
e.l, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai

berikut :

13



(1)

(2)

(3)

Pasal 60

Pada satuan pendidikan prasekolah paling sedikit
terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:

a. Kepala Taman Kanak-Kanak atau sederajat; dan

b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.

Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain
yang sederajat paling sedikit terdapat tenaga pendidik
dan kependidikan meliputi:

a. kepala sekolah;

b. guru kelas;

c. guru mata pelajaran pendidikan agama;

d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;

d.1 guru mata pelajaran muatan lokal;

d.2 guru pembimbing khusus; dan

e. pegawai tata usaha;

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat
tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:

a. kepala sekolah;

b. wakil kepala sekolah;

c. wali kelas;

d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;

e. guru bimbingan dan konseling/konselor;

.1 guru mata pelajaran muatan lokal;

guru pembimbing khusus;

pegawai tata usaha;

5@t 0

pustakawan; dan

laboran.

e

(4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau

bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat
tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:

a. kepala sekolah;

b. wakil kepala sekolah;

wali kelas;

a0

guru mata pelajaran;

e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
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e.l guru mata pelajaran muatan lokal;
f. guru pembimbing khusus;

g. pegawai tata usaha;
h

pustakawan;

e

laboran; dan
j- dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan

teknisi sumber belajar.

(5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

(6)

(7)

atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit terdapat

tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:

a. kepala sekolah;
wakil kepala sekolah;

c. ketua bidang keahlian, kepala instalasi, ketua
jurusan;

d. ketua program keahlian ,kepala bengkel, kepala
laboratorium;

e. guru program diklat normatif, adaptif, produktif;

f. bursa kerja khusus;

g. guru bimbingan dan konseling, bimbingan karir dan
konselor;

e.l guru mata pelajaran muatan lokal;

h. guru pembimbing khusus;

i. pegawai tata usaha;

j- teknisi;

k. pustakawan; dan

1. laboran;

Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat diadakan guru bimbingan

konseling/konselor, putakawan, laboran dan teknisi

sumber belajar.

Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) dapat diadakan koordinator mata

pelajaran dan teknisi sumber belajar.

(8) Pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (5)

dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan kepala

asrama.
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8. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf a dan b dihapus

sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1) Dana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung

jawab bersama antara:

a. dihapus.

b. dihapus;

c. Pemerintah Daerah; dan

d. Masyarakat.

(2) Pendanaan pendidikan terdiri atas:

a. biaya investasi;

b. biaya operasional; dan

c. biaya personal.

(3) Biaya

investasi satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;

b. pengembangan sumberdaya manusia; dan

c. modal kerja tetap.

(4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

tunjangan yang melekat pada gaji;

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan

c. biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

listrik;

air;

jasa telekomunikasi;

pemeliharaan sarana dan prasarana;
uang lembur;

transportasi;

konsumsi;

pajak; dan

asuransi.

(5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c¢, adalah biaya pendidikan yang harus
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dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI MAGETAN,
ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 5 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP.196808(03 199503 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 9
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L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, maka Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan
dimaksud maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan
oleh Bupati juga dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
mendapatkan klarifikasi.

Berkaitan dengan klarifikasi Peraturan Daerah dimaksud maka Menteri
Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Bupati Magetan melalui surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2095/SJ tanggal 25 April 2013 perihal
Klarifikasi Peraturan Daerah, yang berisi hasil klarifikasi terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga terhadap ketentuan Peraturan
Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan sesuai dengan amanat surat

dari Menteri Dalam Negeri dimaksud.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 41
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